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SALINAN                      P E N E T A P A N 

Nomor  0062/Pdt.P/2016/PA.Mdo. 

حِيـــــــــــــم حْمَنِ الرَّ  بِسـْـــــــــمِ اللـّــَــــهِ الرَّ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara  isbat 

nikah yang diajukan oleh : 

Sumardi Hiola, umur 53  tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, 

alamat Desa Tontalete Jaga VIII, Kecamatan   Kema, 

Kabupaten Minahasa Utara, sebagai  Pemohon I; 

Hadidjah Wumu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, 

Pendidikan SMEA, alamat Desa Tontalete Jaga IX, Kecamatan 

Kema, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai  Pemohon II; 

 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan  Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi 

di persidangan; 

DUDUK PERKARANYA 

 

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat  

permohonannya tertanggal  29 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Manado Nomor  0062/Pdt.P/2016/PA.Mdo., tanggal 30 Agustus 

2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa  Pemohon I (Sumardi Hiola) telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 6 November 1991 di Kauditan, dengan seorang perempuan yang 

bernama Hadidjah Wumu (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan 

Pegawai Syara’ yang bernama Talibu Husa dengan Wali Nikah saudara kandung 

dari isteri Pemohon bernama Yahya Wumu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang 

saksi yang masing-masing bernama Ahraja Dali dan Yusuf Tolinggi dengan 

maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai; 

  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 

II berstatus perawan; 

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Hadidjah Wumu, tidak ada pertalian nasab, 

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan 

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan 

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; 

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak; 

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini 

tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh 

orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II 

tinggal; 

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini 

untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan 

antara Pemohon I dan Pemohon II; 

7. Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana 

Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Tontalete 

Nomor : 970/SKTM/08/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan Nomor : 971/  

SKTM/08/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut : 

 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumardi Hiola)  dengan 

Pemohon II (Hadidjah Wumu) yang dilaksanakan pada tanggal  6 November 

1991 di Kauditan; 

c. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara. 

 

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  
 

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Mdo. 
  

 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon I dan Pemohon II  

telah hadir menghadap di persidangan dan Hakim  telah memeriksa perkara ini 

dengan membacakan  permohonan   para Pemohon yang isinya tetap 

dipertahankan oleh  para Pemohon;   

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,  Pemohon I dan 

Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa   saksi-saksi sebagai berikut : 

Saksi I :   Djohan Dauhi,  tempat dan tanggal lahir Tontalete tahun 1966 ( 50 

tahun),  agama Islam, pendidikan - pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa 

Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara; saksi tersebut di 

hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada 

pokoknya sebagai  berikut :  

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak masih kecil karena 

tetangga;  

- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah di Kauditan, saksi hadir 

saat pernikahan tersebut, tetapi tahun pernikahannya saksi lupa; 

- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 3 

orang anak;  

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I  dengan Pemohon II adalah  pegawai syar’ I 

bernama Talibu Husa dan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II 

bernama Yahya Wumu dan dua orang saksi bernama Ahraja Dali dan Yusuf 

Tolinggi dengan  mahar seperangkat alat sholat; 

- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan  pemohon II perawan 

dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang 

untuk menikah baik hubungan darah atau sesusuan; 

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka  dan 

keduanya tidak pernah cerai;  

- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat  dan  memperoleh buku 

nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;    

Saksi  II  :    Ridwan Dako, tempat dan tanggal lahir  Gorontalo tahun 1967 (49 

tahun), agama Islam, pendidikan - pekerjaan Imam Masjid Al Jihad Tontalete,  

bertempat tinggal di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa 
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Utara;   saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  berikut : 

- Bahwa saksi adalah  tetangga para Pemohon; 

- Bahwa  Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah  di Kauditan, saksi hadir 

saat keduanya menikah; 

- Bahwa pernikahan dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 3 orang anak;  

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan 

pegawai syar’ I bernama  Talibu Husa dan wali  nikahnya adalah saudara 

kandung Pemohon II bernama yahya Wumu dan saksi-saksinya Ahraja Dali  dan 

Yusuf Tolinggi dengan maharnya berupa  seperangkat alat sholat; 

- Bahwa  Pemohon I dengan  pemohon II   tidak ada hubungan yang menjadikan 

keduanya terlarang untuk menikah; 

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka  dan 

keduanya tidak pernah cerai ;    

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan 

mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-

hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari penetapan ini; 
 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan  para Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan 

(Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana 

diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;     

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon  I dan 

Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Hakim membacakan 

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh 

Pemohon I dan Pemohon II;     
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 Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya,  Pemohon I 

dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti  berupa dua orang  saksi yang telah 

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ; 

Menimbang, bahwa  berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dali l 

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata  Pemohon I dan Pemohon II 

bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh 

karena itu  Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke 

Pangadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata 

perkawinan  Pemohon  I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. 

No. 9 Tahun 1975, sehingga  Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat 

nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam 

guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau  kepentingan 

hukum  Pemohon lainnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang  

dilaksanakan pada tanggal 6 November 1991 di Kauditan  sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam;   

- Bahwa  selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II  tidak pernah 

bercerai  dan hingga sekarang ini  Pemohon I dan Pemohon II masih tetap 

beragama Islam; 

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II   tidak terdapat adanya larangan 

perkawinan baik menurut ketentuan syari’at maupun menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;   

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, terbukti  bahwa perkawinan  Pemohon I dan Pemohon II tersebut  telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan 

perundang-undangan, sehingga hal ini telah sesuai dengan  maksud  Pasal 14 

Kompilasi Hukum Islam;    
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Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis  Hakim pula  

mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim 

sebagai berikut : 

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah : 

 لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل    

Artinya : 

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua 
orang saksi yang    adil”. 
 

2. Doktrin Hukum  Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah, hal.133 :   و

 يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig”. 

 

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab I'anatutthalibin : 4, hal. 254 : 

لولي وشاهدى عد    ذكر صحته و شروطه من نحو  وفى الدعوى بنكاح على إمرأة     

Artinya :  

”Pengakuan  perkawinan  dengan  seorang  perempuan  harus dapat 
menyebutkan  sahnya  perkawinan  dahulu  seperti adanya  wali   dan  dua 
orang  saksi  yang  adil”. 

 

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup 

alasan dan atau telah terbukti dan oleh karenya  permohonan  Pemohon 

sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1) dan (2)  tersebut patut  

dikabulkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka 

dipandang perlu memperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan yang bersangkutan;  

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam 

Putusan Sela perkara ini yang pada pokoknya membebaskan para Pemohon untuk 

membayar biaya perkara;  
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 Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

 MENETAPKAN :   

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;  

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Sumardi Hiola ) dengan 

Pemohon II ( Hadidjah Wumu ) yang dilaksanakan pada tanggal  06 November 

1991 di Kauditan, Kecamatan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara; 

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara. 

 

 Demikian penetapan ini dijatuhkan  dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari  Kamis 29 September  2016 Masehi 

bertepatan dengan tanggal  27 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami  Dr. M. Basir, MH 

sebagai Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

oleh Hakim  tersebut dan  Ulfah Jaba, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri  para Pemohon. 

Hakim 

 
Ttd 

Dr. M. Basir, MH 
  
                                               Panitera Pengganti, 

 
                                                                Ttd 

Ulfah Jaba, S.Ag 
 

Rincian Biaya Perkara:    

1. Pendaftaran  Rp   0,- 
2. Proses   Rp   0,- 

3. Panggilan   Rp   0,- 
4. Redaksi   Rp   0,- 

5. Meterai   Rp   0,- 
 
J u m l a h   Rp   NIHIL 

SALINAN SESUAI ASLINYA 

PENGADILAN AGAMA MANADO 

PANITERA,  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  
 

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Mdo. 
  

 

 

Dra. VAHRIA  

  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


